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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Nomor : 2758,

— Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-6-2015 {tujuh belas Juni -

dua ribu lima belas). —————-—m——m——
Pukul : 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -—-———-
- Berhadapan dengan‘saya, RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, —---
Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang
nama-namanya akan disebut pada baglan akhir akta ini : ---—-
- Tuan NUGROHO SETIADHARMA, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Kediri, tanggal 16-6-1966 ({(enam belas Juni seribu ------—-
sembilan ratus enam puluh enam), partikelir, bertempat -—--—-
tinggal di Jakarta, Jalan Batanghari Nomor 5, Rukun --------
T:stangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Cideng, EKecamatan -

Gambir, Jakarta Pusat, Nomor Induk Kependudukan : —-——--—=-—-

3171011606660003; == —=m———m—mmmmm o e

-menurut keterangannya dalam hal ini pertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk,
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh - ——-————-—-——-
karena i1tu untuk dan atas nama PT SUPRA BOGA LESTART Thk, --
dan be;dasarkan kuasa sebagaimana dimaksud dalam akta —-----
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPRA -
BOGA LESTARI Tbk, tertanggal 17-6-2015 {tujuh belas Juni ---
dua ribu lima belas) Nomor 2757, yang dibuat oleh saya, -—-——
Notaris, telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan ----—-
rapat tersebut dalam suatu akta Netariil., ——-———--—————m-—u~
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di --+--——--
atas, terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris: ----

~ Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -

Luar Bilasa PT SUPRA BOGA LESTARI Thk tersebut, ——-—---———--—- ‘




bertempat di Hotel Double Tree, Jalan Pegangsaan Timur --

Nomor 17, Cikini—Menteng, Jakarta 10310, dari jpukul 15.0

WIB (lima belas lewat tujuh menit Waktu Indconesia Barat)
sampal dengan pukul 15.257 wIg {lima belas lewar dua pulul
lima menit Waktuy Tndeonesia Barat), telah‘dilangsungkan Ray
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUPrRa BOGA LESTARI Thik
berkadudukan 43 Jakarta Barat, yang anggaran dasarnyag ----
dimuat dalam akta tertanggal 28-5-7997 (dua puluh delapan
Mei seriby sembilan ratus sembilan puluh tujuh} Nomor 34,
dibuat dihadapan SUWARNT SUKIMAN, Sarjana Hukum, Candidat
Notaris, Yang pada saat ity pengganti dari MIRYAM MAGDALENK
INDRANT WIARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, danp --—-. :
telah mendapat rengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -
Indcnesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3-7-1997 ——=
(tiga Juli seriby sembilan ratus sembilan puluh tujuh) ——-—-
Nomor C2-6077 HT.Ol.Ol.Th.Q?, serta telah diumumkan dalam -
Berita Negars Republik Indonesis tertanggal 28-12-1999 {dua
puluh delapan Deseﬁber seribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan) Nomor 104, Tambahan Berita Negara Nomor —-woe_____
89 e e e
~ perubahan seluruh Anggaran Dasarnva untuk disesuaikan ——--
dengan Undang-Undéng Nemer 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam akta -~——-——o__ ___ g
tertanggal 8-8-2008 (delapan Agustus dua ribuy delapan) ~——---
Nemor 2, dikbuat dihadapan EK0O GUNARTO, Sarjana Hukum, —---__
Notaris di Kotga Bogoer, dan telah mendapatkan Persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak zsasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 10-10-2008 (sepuluh Oktober dua ribu delapan) ---

Nomor AHU—72303.AH.01.02.Tahun 20087 =
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-- tertanggal 30-12-2010 (tiga pwluh Desember dua ribu -----

sepuluh) Nomor 38, dibuat dihadaﬁan EKO GUNARTC, Sarjana —---
Hukum, Notaris di Kotas Bogor, dan telah mendapat ------- ;———
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -———----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertahggal ————
16-2-2011 (enam belas Pebruari dua ribu sebelas) Nomor —----
ABU-07768.AH.01.02.Tahun 2011; ————————mro——-——-———m—— o
~- tertanggal 23-9-2011 {dua puluh tiga September dua ribu -
sebelas) Nomor 7, dibuat dihadapan TJONG TRISNAWATI, -------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Surat -

Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -————r=——m—
Indonesia tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktcber dua ---
ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-32865; -—-——--—-—————m——me———
-- tertanggal 12-1-2012 (dua belas Januafi dua ribu dua ---
belas) Nomor 15, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pesetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannva tertanggal 18-1-2012 (delapan ---
belas Januari dua ribu dua belas) Nomor ———————=rmw——————mee
AHU-03125.2H.01.02.Tahun 2012; ———-~—————————————=——————————
-- tertanggal 6-2-2013 (enam Pebruari dua ribu tiga belas) -
Nomor 2, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, —---
Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUPRA BOGA ———----
LESTARI Thk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia —--
Republik Indonesia, tertanggal 25-3-2013 (dua puluh lima ——-
Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10810; —~—————-

-~ tertanggal 20-6-2013 {due puluh Juni dua ribu tiga ------

belas) Nomor 287, dibuat dihadapan saya, Notaris; —-——------




—-- Lertanggal 17-6-2015 (Eujuh belas Juni dua ribu lima —--
belas) Nomor 2756, dibuag oleh saya, Notaris; ——=-————mo.
-- tertanggal 17-6-2015% (tujuh belas Juni dua ribu lima —---
belas) Nomo; 2757, dibuat oleh sava, Notaris; ——--———m—ee_.
—————————— {untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) ——=————o——-
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili ——-r—-
sebanyak 1.295.242.410 (satu miliar dua ratus sembilan ———-—-
puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus -
sepuluh) saham atau kurang lebih mewakili 82,79 & (delapan ~
puluh dua koma tujuh sembilan persen) dari seluruh szham ——-
vang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah —--——-
1.564.487.500 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta

empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham;
- Dengan demikian korum vang dipersyaratkan dalam : —————w-
a. Pasal 14 Ayat 1.a. dari Anggaran Dasar vaitu Rapat harus
dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 {(satu per --—
dua) baglan dari jumlah seluruh saham yang telah ————-————-l
ditempatkan oleh Persercan, telah dipenuhi, sehingga Rapat -

ini sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat untuk agenda rapat méngenai perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan —-—-—————
b. Pasal 14 Ayat 2.a. dari Anggaran Dasar yaitu Rapat harus
dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) baglian dari jumlah seluruh saham yang telah ~———-—————
ditempatkan oleh Perserocan, telah dipenuhi, sezhingga Rapat -
ini sah dan berhak mengambil keputusan yvang sah dan -——-—--——-

mengikat untuk agenda rapat mengenai perubahan anggaran —-—-—-

dasar Persercan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan —-—

Otoritas Jasa Keuangan.

- Bahwa sesuai dengan iklan PANGGILAN untuk Rapat terseput,
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agenda Rapat tersebut adalah: ————e—oo—moeo . _____
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perserogn;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka ——--—---—-
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jésa Keuangan; —=——~—-
~Sehubungan dengan yang diuraikan diatas, maka penghadap -——
yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini ----
menyatakan isi keputusan rapat sebagai berikut : ———e————oo_
1. KEPUTUSAN AGENDA PERTAMA : ———— o m oo
- mengangkat Bapak Michael Karnady sebagal Komisaris ————~—-
Independen Perseroan dan Ibu Meshvara Kanjaya sebagai Wakil
Direktur Utama Perserocan, terhitung sejak penutupan rapat —-
tersebut sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan
Komisaris dan Direksi lain Perseroan yang masih menjabat. --
—-Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan ——-———-
Direksi Perseroan sejak penutupan rapat tersebut sampai —--—-
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun ---

«

2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut: —————eco

- Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Kentijana Widjaja; ~———-~—--
2. Komisaris : Djeradjat Janto Josop ———-
3. Komisaris Independen : Michael Karnady; ———-—-—--—-—
B s e R Ty
1. Direktur Utama : Nugroho Setiadharma; ———--
2. Wakil Direktur Utama t Meshvarsa Kanjaya; ————————
3. Direktur i Harman Siswanto; ———-——-——-—
4. Direktur ¢ Suharno Kusumodjojo; -—-—-
5. Direktur : Tjloe Pit Yin; ————=———-——-
6. Direktur 1 Suryawatl; ————r——mem e
7. Direktur Tidak Terafiliasi : Maria Suwarni; -—-—-—————~

2. KEPUTUSAN ACGENDA KEDUA § —=-——=———mmmmmmmmmc




- memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merub
beberapa ketentuan dalam’ anggaran dasar PErseroan —-——-—-—---
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasé Keuangan -
Nomor 32/POJK.(04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan FPeraturan
Oteoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Centang Direk:
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan —---
sekalligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasaz
Perservan, hal mana hendak dinyatakan sekarang dengan akta

ini menjadi sebagai berikut @ ———m-o—meommmo

1. Perseroan ini bernama PT SUPRA BOGA LESTARI Thik, ——————-
berkedudukan di Jakarta ﬁarat (selanjutnya dalam -———rm—————-
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perserocan”). ——--
2. Persercan dapat membuka cabang atau perwakilan di ————---
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -————————-
Republik Tndonesia sebagaimana ditetapkan cleh Direksi ——---

dengan persetujuan dari Dewan KomiSaris. ——--—————oe—w o _

————————————— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN «-——c - oo !
—————————————————————————— Pagal 2 ==~ --mrmmm
Persercan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya
dan dimulai sebagai badan hukum persercan terbatas sejak ——-
tanggal 3-7-1997 (tiga Juli seribu sembilan ratus —-——-—————-

sembilan puluh tujuh) . ——-wmommmm

—————————————————————————— Pasal 3 ——r--—cmmm e
1. Maksud dan tujuan perserocan ialah berusaha dalam bidang —---~--
perdagangan, Jjasa, perindustrian, pertanian dan ----—-—-—-——-

Pengangkutan darat.
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2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

. A
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

A. Kegilatan Usaha Utama: ——---=—-=-—————=—-—————————————m——————

menjalankan usaha dalam bidang perdagangan termasuk: --—--

~ perdagangan supermarket/hypermarket

(tocserba/swalayan), memperdagangkan barang-barang

alat-alat rumah tangga,

- ekspor-impor dan perdagangan makanan dan minuman;

penvyedap rasa, saus, kecap,

- ekspor-impor dan perdagangan obat-obatan tradisional; -

- ekspor-impor dan perdagangan farmasi dan cbat-obatan; -

- ekspor~impor dan perdagangan

~ ekgpor~impor dan perdagangan

pertanian serta kegiatan usaha terkait;

- ekspor-impor dan perdagangan hasil hutan dan bumi

- ekspor-impor perdagangan kosmetika dan kecantikan-

- ekspor-impor perdagangan buah-buahan dan

- ekspor-impor perdagangan

keperluan sehari-hari termasuk tapi tidak terbatas pada-




b.

ekspor-impor dan Lerdagangan tanaman hiasg; ———————__
- perdagangan besarﬂlokal;———~~————*ﬂ———ﬁf ———————————
— bertindak sebagai agen grosir, supplier, waralaba,
komision house serta kegiatén usaha yang terkait; ---—-
~ perdagangan yang berhubungan dengan usaha real esta
dan property; —==---reemmemee
~ perdagangan eceran kecuali mobil dan MOTOr; ——————m .
— perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan--
A S U ) .
- ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan
Cripleks  —mm .
~ multilevel marketing; ———-—————-— oo
- ekspor-impor dan perdagangan kerajinan kayu dan besi
- ekspor-impor dan perdagangan foam/gabus; ——————e—weer
~ ekspor-impor dan perdagangan meubel dan furniture; -~
- ekspor-impor dan perdagangan mainan anak-anak; -——-——
- perdagangan dan ekspor~impor antar pulau/daerah sert:
lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan--
hasil produksi perusahaan lain; —=--mmmmm L
- berdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan —--
mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor; ———-——o—-
- distributor dan sebagai perwakilan badan-badan dan —--
perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar-

e T

menjaiankan usaha dalam bidang Jasa kecuali Jasa ~~————-

dibidang hukum dan pajak: —-~———-e—-cmeoo__

- Jjasa rumah makan/restoran/cafe; —~———w-ee—eo________.
- Jasa boga meliputi pengelahan, penyediaan danm————meee.
pelayanan makanan dan minuman; ---------——oo o __________

- Jasa andrawina, pelayanan penghidangan makanan dap—-.-

e —
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minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan,

penyediaan perlengkapan dan perawatan untuk makan dan---
ML U = o o o e e
- Jasa konsultasi restoran dan makanan minuman serta-—--

kegilatan penunjangnya; ————-—————morrm s s e

— Jasa konsultasi makanan dan minuman kesehatan, —————---
termasuk suplemen makanan dan minuman; ——-------—-—~————-
- jasa franchise {waralaba); -—---————————m
menjalankan usaha di bidang industri; ———-——————————————

— industri roti dan kue;

- industri bahan makanan dan minuman; —--—-—=—=—==———————
- industri bumbu makanan dan penvedap rasa; -—-—-—-—-—--—-—-———-

- industri teh dan bio kepi termasuk laboratorium-------

-~ industri makanan dan minuman dan

pengalengan/pembotolan (amatil);

- industri air mineral {air minum);
— industri gulé; ————————————————————————————————————————
- industri garam; ————-— - e
- industri jamu dan kosmetika tradisional; —-—---—-—---~--
=~ industri pengolahan hasil hutan perikanan; —--=--------
- industri pengolahan cocoz dan coklat;-—-—------—--~v——-
- industri pengolahan rumput laut; ——------—=--———-—-——-——
- industri pengolahan hasil laut tanaman industri; --—----
- industri pengelahan buah-buahan dan sayuran: -———------
- industri pengolahan hasil-hasil laut;------—---—"-—-~-=
- industri pengolahan kopi dan biji kopi;-———---—w—mmoa—o
- industri pengeclahan kelapa; oo mm oo m s

-~ industri pangolahan biji-bijian;




el

industri wood working dan furniture {(meubel); ——————-

industri peralatan® rumah tangga; ——-m—mmmm
industri anyaman dan kayu, tidak termasuklfurniture;-
industri kerajinan tangan; —= -
industri karet dan barang-barang dari karet; —v—m————.

industri pengolahan barang-barang dari kertas danp-—--

e e
- industri perkakas dan perabotan; —--—--—<oee_ o ____
- industri manufacturing dan fabrikasiy ~—=—-eeeo
- industri pengolahan kayu dan tripleks; —=——-vommm
- industri cat dan plameir; ~——-—c-m—mmmmoo o _________
~ industri foam/gabus; ——=-=---memoeoo
~ industri pengolahan hasil hutan (non tanaman-----——--.
ARAUSTLL ) mmmm .

= industri mainan anak-anak; —-—-—---—-—eoommeo o _________

- industri kebutuhan rumah tangga (consumer goods}); ————-

- agro industri, yang meliputi budi daya dan pengolahan -

panen, pembibitan (hatchery); ——-———-cooeom__________

- industri pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan-—
hortikultura; ———-wommmome

T opeternakan; —---eee—ee—e

- perikanan darat/laut, budi daya pertambakan, ——--——woev
pengolahan dan pengawetan; —~—---w-———________________

- perkebunan;

- kehutanan; ——--eemommeo
T agrobisnis memperdagangkan hasil-hasil dari pertanian;

e. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat: ——————

‘— angkutan darat;

—_—_——
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- ekspedisi dan pergudangan; oo oo o s s

— transportasi pengangkutan;

- transportasi penumpang;

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha —-

utama perseroan yaltu: ——=-—=-——mmmmmm e

- konsultasi bidang pertanian meliputi teknik pertanian,
pra saranz sosial pedesaan, pengembangan pertanian dan--
pedesaan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan----—-=~-—-
peternakan, pembibitan, pengendalian hama/penyakit-—------
tanaman Xeras dan tanaman pangan, konservasi dan----—----
penghijauan serta sub bidang pengembangan pertanian-----

lainnya; ——-————————— ==

1. Modal dasar Perserocan ini sebesar Rp. 500.000.000.000,~

(lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas -----———————--
5.000.000.000 {lima miliar) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp. 100,- {(seratus Rupiah). -------
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian
serta telah disetor penuh sebanyak 1.564.487.500 (satu-----
miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan
puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan jumlah nilai ~--—-
neminal seluruhnya sebesar Rp. 156.448.750.000,- (seratus —-
lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta
tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) telah disetor penuh -—--—
oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai ---~---
nominal sahamnya disebutkan pada bagilan akhir akta ini. ----

3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, -

yaitu Rp. 156.448.750.000,- (seratus lima puluh enam miliar




empat ratus empat puluh-delapan juta tujuh ratus lima puly

ribu Rupiah) dengan rincian sebagal berikut : --——mwo_

a. sebesar Rp. 125.159.000.000,~ (seratus dua ﬁuluh lima -

miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah} yang -—---

rinciannya sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 7, tanggal
23-5-2011 (dua puluhb tiga September dua ribu sebelas), vyan
dibuat dihadapan TJONG TRISNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan ——————-
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam databas
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak —-
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-32865,

tanggal 13~10~2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas). -
b. sebesar Rp. 31.289.750.000,- (tiga puluh satu miliar dui
ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh --
ribu Rupiah) dengan uanyg tunai merupakan hasil Penawaran —-

Unmum Saham.
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang
dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
selain uang haik berupa benda berwujud maupun tidak ———-—.—-.
berwujud wajib meﬂénuhi ketentuan sebagai berikut: —-—————-—.
a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib--
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai

penyetoran tersebut;

b) Benda yang dijadikan sebagal setoran modal wajib dinilai
cleh Penilai yang terdaftar dji Bapepam dan LK dan tidak —--—-
dijaminkan dengan cara apapun juga; ——————=———m o
c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kucrum sebagaimana---
diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar; ——-——-——e————wo__

d) Dalam hal benda vang dijadikan sebagai setoran modal ——--

dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di ——--
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Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan --—---

nilai pasar yang wajar., ———-—-—————m——mrome s m

e} dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan,
agio saham, laba bersih Perserocan, dan/atau unsur modal —---
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersiﬁ ~~~~~~~~
Persercan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut ---
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang --
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan -
LK dengan pendapat wajar tanpa pengecuzlian; —----—-----—---
f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran---
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang -
akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa -——--

kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah ---

‘saham vang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
Persercan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---—--
{selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi —----
dengan persetujuan Dewan Komisaris.dan harga tersebut tidak
di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan —-
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan -——------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta —-
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham —---——------

Persercan dicatatkan

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ----———-

| Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek -

vang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung --
hak untuk memperoleh saham dari Persercan selaku penerbit) -
dilakukan dengan ketentuan sebagail berikut: --——-—-----=---—-

a) Setiap penambahan modal melaluil pengeluaran Efek




bersifat Ekuitas yang dllakukan dengan pemesanan, maka ha

tersebut wajib dilakukah dengan memberikan HakrMemesan Efe
Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemeganc
saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham -
Persercan pada tanggal yang ditentukan RﬁPS yang menyetuiju
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ——----
sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam daftar .
pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham —--——————.
masing-masing pada tanggal tersebut. —————-— e ..
) Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMET

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pemega

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; ——w—-————oee e _
2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yan
dapat dikonversi menjadi saham, yvang telah dikeluarkan--
dengan persetujuan RUPS; ———————— oo
3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atay -—-——-—-———
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS dan/atau;
4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar —-—-
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -
c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam ———
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor --
IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahuly. ——-—we——————.
d) Efek bersifat ekuitas vang akan dikeluarkan oleh —---———-
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus ———---
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan ———---
tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila --—-
jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah --
efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efsk bersifat -

ekuitas vang tidak diambil tersebut wajilb dialokasikan ——--—-
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sebanding dengan jumlah HMETD yany dilaksanakan oleh ——---—--

masing-masing pemegang saham yan§ memesan tambahan efek ~---
bersifat ekuitas.——~~ﬁw~ff~f~*ﬁ~~m_———-——————~————~~ﬁ~—;———
e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimaﬁa ———————
dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat ——-
pembelil siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib --------
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai ~-
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. ——--
f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk --~---—-
pemegaﬁg Efek vang dapat ditukar dengan saham atau Efek —---
vang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan RUPS Persercan terdahulu yang -—----
telah menyetujui pengeiuaran Efek tersebut.w~; —————————————
g) Penambahan.modal disetor menjadi efektif setelah -—----»--
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai
hak-hak vang sama dengan saham yang mempunyal klasifikasi --
yang sama yanhg diterbitkan oleh Persercan, dengan tidak -—--
mengurangi kewajiban Persercan untuk mengurus pemberitahuan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ——-—-—---—-—-—-—=
7. Penambahan Modal.Dasar Persercan; ~————-——=— oo s s s
a) Penambahan modal dasar Persercan hanya dapat dilakukan --
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -
rangka perubahan modal dasar harus disetujul oleh Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusiag. ——————————————————— = oo o
b} Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal —--------
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 2Z5% {dua puluh -
lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan ---———-=—--—--
SERANTaANg: —— T e e S S

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ~-
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modal dasar;

h.2. telah memperole% persetujuan Menteri Hukum dan Ha
b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga
nentadi paling sedikit 25% (dua puluh 1ima persen} ——-—-—-
dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu----
paling lambat 6 {enam) bulan setelah persetujuan Mentex
Hukum dan Hak Asasi Manusia.-———————————=——————mmmm e
b.4. dalam hal penambzhan modal disetor sebagaimanas ---
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak-
terpenuhi sepenuhnya, maka Persercan harus mengubah----
kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan----
modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan-
ayvat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
Jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.%.3 Anggaran Dasar---

tidak terpenuhi;
b.5. persetujuan RUPS sebagalmana dimaksud dalam Pasal
ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan-—----

untuk mengubah Anggaran Dasar sebagalmana dimaksud dala

Pasal 4 ayat 7.b.4 anggaran Dasar, -————————-——-——————————
c} perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal -
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal -
vang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling --
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan---
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham leinnya yang ———--
diterbitkan oleh Persercan, dengan tidak mengurangi —-—----
kewajlban Persercan untuk mengurus persetujuan perubahan --
anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan ---

modal disetor tersebut, ——————— - s e

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah —
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—————————————————————————— Pasal 5~~-——~"—~——-———;——~~—————
1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas néma, ~~~~~
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ———=————-—
PEIrSerOaN. —————— e e e —
2. Perserocan hanya mengakul ssorang atau 1 (satu) badan----
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -—----—--—->—-———
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu} hak suara.--—--
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi-~-~
milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut ---
harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau

orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama -----
wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham
dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham —-
bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan

semua hak-hak berdasarkan hukum vang timbul atas saham

gaham tersebut., ———w=—=—————-———-————rmes— oo —m o
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar

ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil

dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan —--

yang berlaku.
6. Seluruh saham yvang dikeluarkan oleh Persercan dapat-----
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan —-—--—--—--—--
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, ——-=--e
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan----

7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan ---




Kolektif pada Lembaga Renyelesalan dan Penyimpanan, maka -

Perseroan wajib memberfikan bukti pemilikan saham berupa -

surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang ----

sahamnva.

b. dalam hal saham Persercan masuk dalam Penitipan Kolekt
Lembaga Fenyelesaian dan Penyimpanan, maka Perserocan wajil
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada —--
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti -
pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan. —-—-
8. untuk saham-saham persercan yang tercatat pada Bursa --
Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana --

saham-saham tersebut dicatatkan.

1. Perserocan dapat mengeluarkan surat surat kolektif saha
yang memberi bukti pemilikan dari 2 {(dua) saham atau lebi

yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2. Pada surat saham sekurangnya harus mencantumkan: —------
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4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham --——-----
dan/atau obligasi konversi dan/afau waran dan/atau efek ----
lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus diceték——
dan diberi nomor urut dan harus dibubkuhi tanggal ~—---—----—-
pengeluaran serta memuat tandatangan dari direksi beréama——
sama dangan seorang anggota dewan komlsaris yang ditunjuk --
oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebuﬁ dapat -
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif --
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau ---
efek lainnyva yvang dapat dikonversi menjadi saham, dengan ---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di --

bidang Pasar Modal. ~=—————m— o o e e e

1. surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: ——————--
a. dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham ----
tersebut dapat dilakukan jika: --—--—-—-—--—m—--mmmm e m o

‘1) pihak yang mengajukan permchonan Ltertulis penggantian

saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan-------

'2) perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
b. perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak —---- -
tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang —--
nomoriya sama dengan nomor surat saham yang asli. —————-———-
2. dalam hal surat saham hilang, penggantian surat szham---
tersebut dapat dilakukan jika: -———————-—————--—————mmmm
a. pihak vang mengajukan permohonan penggantian saham ---—--
adalah pemilik surat saham tersebut; ———-————=——-———————————=
b. persercan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ------

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham ---

tersebut; —---~----——--————— e




c. pihak vang mengajukan -permchonan penggantian saham

memperikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Persercan; dan

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang --—
telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham perseroan —~-——--—
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari-

kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham,

3. semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu-

ditanggung cleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4, ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal

ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif

saham atau efek bersifat ekuitas.

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-~kurangnya

memuat hal-hal sebagai berikut:

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan-

dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang —

Saham FPersercan atas nama Lembaga Penyimpanan dan ——-——=-——--
b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau-
Perusahzan Efek vang dicatat dalam rekening Efek pada ---—--
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank

Kustodian atan Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan -

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek-

tersebut; ~~---———-----———— e

c¢. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana-

berbentuk kontrak investasi kclektif dan tidak termasuk ——--
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dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ———----
Fenyelesaian, maka Persercan akaﬁ mencatatkan saham ———------
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -——--w—w-
Penyertaan dari Reksa Dana berkentuk kontrak investasi ~~~~~
kolaktif tersebll; ————— oo
d. Persercan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi--
kepada Lembaga penyimpanan dan Penvyelesaian sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian -——------
sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda ~---
bukti pencatatan dalaﬁ buku Daftar Pemegang Saham--—------—---
PerserQan; ——————— e e e m e e e s — s
e. Perserocan wajib memutasikan saham dalam Penitipan-------
Kolektif vang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan —-
Penyelesaian atau Bank Kustodlan untuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham
Persercan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh —--—----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian —-—-
dimaksud; ————————mmm— e s
Permohonan mutasi disampaikan oleh Tembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian atau Bank Kustcdian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Persercan; —-—-—-—=-————~—-—--
f. lLembaga Penyimpanan dan Penyelesalan, Bank Kustodian----
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada —--
pemegang rekening sebagal tanda bukti pencatatan dalam-----
rekening Efek; —————==-————-—--- oo —— o oo m e s
g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham darl jenis dan----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan Persercan adalah----

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang ----




h. Perserocan wajib menolak pencatatan saham ke dalam

Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebup hilang ata
musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat --
memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak --
tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saha
tersebut benar benar hilang atau musnah; ——————=—eo—— ..

1. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, -----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan ata

disita untuk pemeriksaan perkaraz pidana; ————————; e

J. Pemegang rekening Efek vang Efeknya tercatat dalam

Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suar:

dalam RUPS sesual dengan Jjumlah saham vang
dimilikinya pada rekening tersebut; ——=-=---———moo—————_
k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan--
daftar rekening Efek beserta jumlah saham Persercan yang --
dimiliki oleh masing-masing pémegang rekehing pada Bank ---
Kustodian dan Perusahaan Bfek tersebut kepada Lembagg ~----

Penyimpanan dan Penyelesalan, untuk selanjutnya diserahkan -

kepada Persercan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-

Panggilan RUPS; ~=-—-——m oo e e e

1. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara---

dalam RUPS ztas saham Perserocan yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan —--——--
bagian dari portofolioc Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penvelesalan dengan --
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan -

nama Manajer Investasi tersebut kepada Persercan paling ----

tambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS; ~———————-
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m. Perserocan wajlb menyerahkan dividen, saham bonus atau---

hak-hak lain sehubungan dengan pémilikan saham kepada ——----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dah ————————
Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepadaiPerusahaan_———
Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; --———--——m-——---
n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau--—-
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank -
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---—-
Kustodian yané merupakan bagian dari Portofclio Efek Reksa -
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -—-———---~
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian; dan —~-—————————m=r—————— - ——— oo
o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak
untuk memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak lainnya -
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan —-—--——--—
Kcolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa ~——-——-
Bank Kustodian dan Perusahzan Efek wajib menyampaikan --——---

daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang --————-—-
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ------
Penyelesaian paling lambat pada tanggal vang menjadi dasar -
penentuan pemegang saham vang berhak untuk memperoleh —-----
dividen, saham bonus atau Hak—hak lainnya, untuk --—---—-—---—-
selanjutnya diserahkan kepada Persercan paling lambat 1 ----
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -------

penentuan pemegang saham yang berhak untuk mempercileh




_EI;IHEETdsaham Lonus atau hak-hak lailnnya tersebut., ——-----
2. Ketentuan mengenail Penltipan Kolektif tunduk pada ------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan----
ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indenesia di ——---
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan., - ———————--
——————————— DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR EKHUSUS ——-—=~—--
—————————————————————————— Pasal 9 ——=———-msreormm s o m s s
1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan ---
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -----
rempat kedudukan Perseroan, —-——---orTTTomm T o m o m TN
5 Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: ——--=-=--=777=7777"
5. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga---
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan —-—-——--

Penyelesaian;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki

para pemegangd saﬁaﬁ;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ——-~—~———momToT
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang---—----:
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima ----—
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai --——
tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain -
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi —-
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai--—-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisarls ----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada persero:
lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi ———----=--

berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegal
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Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ——————==———--—-—onom——

i

i

4., Pemegang saham yang namanya teércatat dalam Daftar
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perserocan, harus ———=------
memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat ----
dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-
surat, panggllan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham —-—-
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang

terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. —————————=—r---
5. Direksi menvediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar----
Khusus di kahtor Perseroan. Setiap pemegang saham atau -----
wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham -
dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu Jjam---

kerja Perserocan.

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk
melakukan semua hak yvang diberikan kepada seorang pemegang -
saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. ---
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1------
(satu) saham atau pemindahan hak dari 1l(satu) saham kepada -
lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan ------
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar
ini, Persercan berhak memperlakukan pemegang saham yahg——u_
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Persercan ----
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham {saham} --

tersebut.

8. Direksi Perserocan dapat menunjuk dan memberi wewenang---
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan
saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. 3Setiap

pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----




termasuk pencatatan mengenal suatu penjualan, pemindah ----

&

tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang

menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan --

sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —-————--—==-7-=-"
——————————————— PEMINDAHAN HAK ATAS GAHAM == mmmm e m m o
———————————————————————— Pasal 10 ——-=—--——=--rommmmmmm e
1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan——-—----=--="
perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar -——
Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas --
saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen vang --—-—-——-="-
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahar

hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak -

stzs saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau---

disetuiui oleh Direk§i, —-—=-mmm=mmmms=momooomooo—omssooos
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipa
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Ef¢
satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. —---
Dokumen pemindahan hak atas gsaham harus berbentuk ——---~--
sebagaimana yang ditentukan dan/atau dapat diterima oleh-
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak at.
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi -
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempa
dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak ---—-
mengurangli peraturan perundang-undangan yand berlaku dan-
ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham -—----

Persercan dicatatkan.
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2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak ----
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang beflaku
atau tanpa persetujuan dari pilhak yang berwenang Jjika -—-—---
disvaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan., ——-———-——=——-—-—-
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan ---—-
memberikan alasan untuk itu, dapat menclak untuk -—---—————--

mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar

Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini

tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan---

hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan -
haknva selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} hari kalender ----
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima --

oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan

r

perundang-undangan yvang berlaku di bidang Pasar Modal dan--

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Pargserovan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, -
pemilik asalnya vang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga --
nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar
Femegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang -~—-
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana ---
saham-saham Perserocan dicatatkan. -———-——--——=———m-r-omom oo
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena

kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang

mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -—--




hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut

sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan cleh Direksi, -

mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran ---

hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik -

atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi

ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang----

diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhl peraturan ----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan

ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saha:

1. RUPS dalam Persercan terdiri dari

a. RUBS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5

pasal ini.

b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut —-

RUPS Luar Biasa vyaltu Rapat Umum Pemegang Saham yang

diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya,

untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan —-—-

tegas dinyatakan lain.

3.-RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak -—--

mengambil keputusan.
4., Permintaan Penyelenggaraan RUPS. - ———————————————-——————-
(1) .--1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersam:
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh} baglan atau lebih-—;m

dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan

dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -
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[ (2) .“Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud —-
pada ayat (1) diatas diajukan keéada Direksi dengan surat --
tercatat disertai alasannya.——————————————-~———~——~——ﬁ;———~
(3} .-Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud —-
rada ayat {1} diatas harus: ——————————rrrrmm o —
a.-dilakukan dengan itikad baik; —-—————————————— o~
b.-mempertimbangkan kepentihgan Perserocan; —————-——=—=—=———-
c,-merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ---
d.-disertai dengan alasan dan bahan terkait hal vyang harus -
diputuskan dalam RUPS; dan----—-———————————————————— e
e.—tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan --
dan anggaran dasar PEeISEIO@I1; = s e i o oo e o
{4) .-Direksi waiib melakukan pengumuman RUPS kepada —-——-—-
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 {lima ---
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan —-——-———-———--—-—
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ——--
diterima Direksi; —————=—=—— -
{3).-Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -w----—
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat ---
mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ~-
Dewan KOmMiSaris; ————m s e e e e e e
(6) .-Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---
belas} hari terhitung sejak tanggal permintaan ~—---—------——-—-
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ----
diterima Dewan KOMLSAI LS = oo s e e e
{(7) .-Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas, Direksi atau Dewan -----

Komisaris wajib mengumumkan




a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal ini.

b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ————me——— .
(8).-Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ===
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas

hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS da

(9) .-Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (7) bagi --

Perseroan yang sahamnys tercatat pada bursa efek paling -

kurang melalui:

2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia vang

berperedaran nasional;-——————-voo——mmmm— L ____

k) Situs web Bursa Efek; dan

c) Situs web Persercan, dalam Bahasa Indonesia dan

Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang----

&igunakan paling kurang bahasa Inggris.
(10) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (7) bagl ——-—=-w-.

Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek ——--

paling kurang melalui

aj 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yan

berperedaran nasional;

Situs webk Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ——--

lb)
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-----
digunakan paling kurang bahasa Inggris.--——-—cme—_-
(11) .-Pengumuman dengan menggurakan bahasa asing ————---———-

sebagaimana dimaksud pada avat {9) huruf c dan ayat ({1Q0) --
huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi -
dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia; ———-—-——-

{12} .-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi —--
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__7;5;5vafaﬁumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan ----
dengan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan —-——---
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasé Indonesia. ;ggﬂm
(13) .-Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) --
huruf a dan ayat (10) huruf a bheserta salinan surat ————————
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (2) wajlb disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan —--
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. ———----
{14) .-Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam avat (6), pemegang saham ---
sebagaimana dimaksud dalam avat {l1) dapat mengajukan -------
permintaan diselenggarakannva RUPS kepada Ketua Pengadilan -
Negeril yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan —-----

Persercan untuk menetapkan pemberian izin
diselenggarakannya RUPS. --——————————-———m oo
(15) . Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ~---—--
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (14) wajib: ----------——"—-"""""-"""""""“"“"“"“"“"“~—
a.-melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan -—-
RUP3, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS vang ———-

diselenggarakan sesuai desngan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan.
b.-melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan ---
menyampaikan buktl pengumuman, buktil pemanggilan, risalah --
RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS
vang diselenggarakan kepada Ctoritas Jasa Keuangan sesual —-
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ——————————————~———-—
c.-melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham-----

serta jumlah kepemilikan sahamnva pada Perseroan yang telah

memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUES




'EEE“EEEEEapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana -
dimaksud pada huruf b diatas kepada Otoritas Jasa Keuangar
terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut., -—-------m-———
(16).-Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamhya dalam jangka -

waktu paling sedikit & (enam) bulan sejak RUPS jika --—--—- .

permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhl oleh Direksi atau

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

5. RUPS Tahunan.

{1) . RUPS '"Tahunan harus diadakan setiap tahun sekall, —-—

selambatQIambatnya dalam bulan Juni.

{2} Dalam RUPS Tahunan tersebut
a.-Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah -—---
diperiksa oleh Rkuntan Publik dan Laporan Tahunan {mengens
keadaan dan jalannya Persercan, hasil yang telah dicapai, -
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang ake
datang, kegiatan-utama Parsercan dan perubahannya selama —
tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun-
buku yang mempengaruhi kegiatan Perserocan), dengan-------—
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --

khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
b.-Diputuskan penggunaan laba Perseroan. ——=——==————————w—
z.-Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan ———

wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk ---—

menunjuk akuntan publik.
d.-Bilamana perlu dapat dilskukan pengangkatan para anggot

Direksi dan/atau para anggota Dewan Kemisaris dan penentua

Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. -—-----—
e.-Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secar

sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi -
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Ketentuan dalam anggaran dasar imi. -———-—m-mmmm s e
{3) .-Dalam acara RUPS tahunan daﬁat juga dimasukkan ———-—---~
usul-usul yang diajukan oleh: - ;~*~
a.-Dewan Komisaris dan/atau secrang atau pemegang saham ----
vang mewakili paling sedikit 1/10 {satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perserocan -
dengan hak suara vang sah; ———————————— e e
b.-Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh ---
Direksi 7 {tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS -—-——-
LAUNAI . e e e e e e
(4) . Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan ----
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan —~=--—-~
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota —--
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan -
vang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -
tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, —----
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya. —— =
6. RUPS Luar Biasa. ~~=~-===——————————————
-RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai ---—-—---
kebutuhan bilamana dianggap perlu ocleh Direksi atau Dewan --
Kemisaris, atau atas permintaan 1 (satu} orang atau lebih --
pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per ---
sepuluh) bkagian dari jumlah seluruh saham yang telah ------—-
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara. -——-————=———————————-

~—=-TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN --~---

1.-Tempat dan Waktu Penvelenggaraan RUPS ———————————mme—wo

(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik --




Indonesia.

{2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu

penyelenggaraan RUPS.

(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

ayat 1.{2) wajib dilakukan di & ———==—————mmmm e
a. Tempat kedudukan Perseroan; ——-—-—==—————mmme—— e — e

b. Tempat Persercan melakukan kegiatan usaha utamanya

c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau temp

’kegiatan usaha utama Perseroan;

d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham -

(1) Perseroan Terbuka wajlb terlebih dahulu menyampailkan -

pemberitahuan mata acara rapat kepada QOtoritas Jasa
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----~~-

pengumeoman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ———

pengumuman RUPS.

{2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2. {1}

walib diungkapkan secara jelas dan rinci.

{3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat -———----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Persercan wajib ---——--
menyampalkan perubahan mata acara dimaksud kepada Otorita:
Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. --

3. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 mutatis mutandis beriaku untu

pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yar

telah mempercleh penetapan pengadilan untuk

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11-

ayalt 4. (14} anggaran dasar ini.

4. Pengumuman RUPS

(1) Perserocan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -—-—---




Woantor Motaris

RUDY SISWANTO, SH

S35

pemegang saham paling lambat 14 {empat belas) hari sebelum -

pemanggilan RUPS, dengan tidak mémperhitungkann tanggal —----—

pengumuman dan tanggal pemanggilan.
(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -———-
paling kurang memuat: ——-—--—-————— e

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---

ACAYa Fapal; — e e e e e e e e
¢c. tanggal penyelenggaraan RUP3; dan -———--—--m==--moomm e oo
c. tanggal pemanggilén RUPS; ————————— o oo o
(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintsan pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain memuat hal
vang disebut pada ayat (2), pengumuman RUFS sebagaimana —---

dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa —=—---~-

Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan —--

dari pemegang saham,
(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang Saham sebagaimana ——~---
dimaksud pada avat (1) bagl Perseroan yang sahamnya ——--—-——---

tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: --—--—-—-—-—-

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Tndonesia yang ——---

berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan---------—"-"-——————————————-———

¢. situs web Perserocan, dalam Bahasa Indonesia dan bkahasa --

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -

kurang bahasa Inggris;
{5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ---—--—-
dimaksud pada ayat (1) bagi Persercan yang sahamnya tidak --

tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: ———-—--—--——-

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----

berperedaran nasional; dan




b, situs web Persercan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling

kurang bahasa Inggris. -——--=—rm-—mmrom oo oo e

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing

sebagaimana dimaksud pada ayat {(4) huruf ¢ dan ayat (5) —--

huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informesi -
dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. --
{7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi vang
divmumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam --

bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam avat (6),

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi —--

dalam Bahasa Indonesia;
{8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(4) huruf a dan ayat (5) huruf a wajib disampaikan kepada -

Otoritas Jasa Keuvangan paling lambat 2 {dua) hari kerja ---

setelah pengumuman RUPS;

{9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemsgan

saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana
dimaksud pada avat (8} juga disertai dengan salinan surat -

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 avyat 4.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat 4 mutatis mutandis beriaku untu

pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang --

telah mempercleh penetapan pengadilan untuk

menyelanggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 -

ayat 4. (15) ., -~

{1} Pemegang saham dapat mengusulken mata acara rapat

secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) har:

sebelum pemanggilan RUPS.
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{2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -

‘dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

sebagaimana dimaksud pada avyat (i) adalah 1 (satu} pemegang
saham atau lebih yvang mewakili 1/20 (satu per dua puluhj ———
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; ——---
{3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud péda ayat -
(1} harus : —=—r e
a. dilakukan dengan itikad baik; -—-------—-—-——-——--———m
b. mempertimbangkan kepentingan Persercan; —-—-—-—-—---=r--——=——-

c. menyertakan alasan dan bkahan usulan mata acara rapat; ——-

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundanga-undangan;
{4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang —---—=—————-—
membutuhkan keputusan RUPS; ——=—=———m--——————mmm e
(2} Perserocan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat --—-
darl pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1} —-----

sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat --

dalam pemanggilan.
7. Pemanggilan RUPS; ———-~-—————————rmmm oo oo mm o mm oo
(1) Perserocan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang --

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, -

tanggal RUPS. ~r = e oo o e e e e
{2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --—--
paling kurang memuat informasi: ——-—-—-————————-—-m—————————-
a. tanggal penvyelenggaraan RUPS; ———————-———————mmmmm——mm o
b. waktu penyelenggaraan RUPS; —=-—-————-————-———————mmmm oo
c. tempat penyelenggaraan RUPS; ———————— === o o mm— s s s o

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; --

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata ---




acara tersebut; dan

f. informasi yang menvatakan bahan terkait mata acara rag
tersedia bagl pemegang sahém sejak tanggal dilakukannya --
pemanggilan RUPS sampail dengan RUPS diselenggarakan; -—---
(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham Sebagaimana ---
dimaksud pada ayat {1) bagi Persercan vyang sahamnya ——----

tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

a. 1 {satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang —-

berperedaran nasional;

b. éitus web Bursa Efek; dan

¢. situs web Persercan, dalam Bahasa Indonesiz dan bahasa
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan palin

kurang bahasa Inggris; ———=—-———r—rmmm e
{4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana —-—-

dimaksud pada ayat (1) bagi Persercan yang tidak tercatat

pada Bursa Efek paling kurang melalui:

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-lnddneSia yang —-
berperedaran nasional; —~=—-———————mmmmmmmm—e
b. situs web Persercan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang yang digunakan -

paling kurang bahasa Inggris.
(5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing —--—----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf ¢ dan ayat (4) --
huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam RUP3 yang menggunakan Bahasa Indonesia; ——————————o—
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pads
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada —---
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ---

pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan

adalah informasi dalam Bahasa Indonesia:
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(7) Bukti pemanggilan RUPS sebagadimana dimaksud pada ayat --

{3} huruf a dan avyat (4} huruf a'ﬁajib disampaikan kepada --
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja ----
setelah pemanggilan RUPS. —— = mrm—m—mm o m o s mmm i — o e
8. Ketentuan Pasal 12 ayat 7 mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan penyelenggaraan RUPS_oleh pemegang saham yang —-
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk---------=~-----—- '
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 -
ayat 4. (15)., ——————-—mmmmm e s
9. Bahan Mata Acara Rapat; ———-———————" - - - - oo
(1) Persercan wa’jib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
pemegang saham; ———————-— - - s oo oo m e
{2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan --
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; —-———————————m—e———
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain --
mengatur kewajiban ketersediaan bahan matea agcara rapat -----
lebih awal dari ketentuan sebagaimama dimaksud pada ayat ---
(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti --
ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut; --—---
{4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana —------
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan dokumen fisik --
dan/atau salinan dokumen elektronik; -—-=--—---—>---—mr—————
{5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ---
{4} diberikan secara cuma-cuma di kantor Persercan Jjika ----
diminta secara tertulis oleh pemegang saham; —~———-———-—-——=——=-—
(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada -—--
ayat (4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web ------
PersSer0an; = — - oo e e T s

(7} Dalam hal mata acara rapat mengenai penhgangkatan ——-----




-4

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Kcmisaris, daftar ---

riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -

Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat

pemanggilan sampal dengan penyelenggaraan RUPS: atau
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada --
huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS,

sepanjang dlatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat Pemanggilan RUPES.
(1) . Perseroan waijlb melakukan ralat pemanggilan RUES jika -
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang -—-
telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat --—-—
I L S
(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada ayat (1) memuat informasi atas perubahan tanggal —-—---
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, -—-
Perseroén.wajib‘melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan -—---
tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 —---
(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ---
ralat pemanggllan RUFS mengenal perubahan atas tanggal ——---~
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS -~
dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan., ——————-—--—-=777
{4) Buktil ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan -----~
Perseroan sebagaimana dimaksud pada avat (3) disampaikan —-~
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat —-—-—1

dilakukan ralat pemanggilan.

(5) Ketentuan media dan penyampaian pukti pemanggilan RUPS:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.{(3), ayat 7. (4]




PO, BH
— Sl

755??55%?7.(7), mutatis mutandis berlaku untuk media ralat -
pemanggilan RUPS dan penyampaian'bukti ralat pemanggilan ---
RUES sebagaimana dimaksud pada ayat (l).———————-——-————;———
11. Pemanggilan RUPS Kedua, ———————————omomm oo mm e m e
(1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan: ——---
a.-Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu -—----

paling lambat 7 (tujuh} hari sebelum RUPS kedug --———————---

dilangsungkan.

b.-Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS --——-

pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum --—----

kehadiran.
c.~RUPS kedua dilangsungkan dalam Jangka waktu paling cepat
10 {sepuluh} hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----
hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. ———---—————-—————-—-—-
{2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7.(3). sampal —----

dengan ayat 7.(7) dan Pasal 12 ayat 10 mutatis mutandis ----

berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS Ketiga. --———-———————-——7————=—-—-——-——-————
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: ~———----

a.-Pemanggilan RUPS keltigs atas'permohonan Perseroan
ditetapkan oleh Qteritas Jasa Keuangan, ——----———~—=—-—-————————

b.-Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua ----

teleh dilangsungkan dan tidak mencapal kucrum kehadiran. ---
13, Hak Pemegang Saham. ———-—--———=—-——~——=—————-——————— =
(1} Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan
surat kuasa barhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; --—---—>--—-—————

(2) Pemegang saham vang berhak hadir dalam RUPS adalah -----

pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang -




saham Perseroan 1 ({satu) "hari kerja sebelum pemanggilan —--

(3} Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10.(1}, pemegang saham yang —-
berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya

tercatat dalam daftar pemegang saham Perscroan 1 (satu) -—-

hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

{4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkailt ---

mata acara rapab sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan Persercarn.

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPES.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Ferseroan dapat mengundang ----

pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
—————————————— PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA —-—==-———
——————————————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----—===----

———————————————————————— Pasal 13 —--—=——-—=———-oossmsmosommT

1. Pimpinan RUPS.

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(2) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang -
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -——--=—=====—=-
(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota -
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana -——-

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh --

pemegang saham yang hadir dalam RUPS vang ditunjuk dari d

oleh peserta RUPS.

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -

Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ---
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kepentingan dengan mata acara yany akan diputuskan dalam —--

RUPS, maka RUPS dipimpin oleh angbota Dewan Komisaris —=———-—-
lainnya vang tidak mempunyai benturan kepentingan yang —----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, ————=w———mmmmmm oo oo
(5y Dalam hal semua anggota Dewan Komilsaris mempunyai mmmmmm

benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota
Direksi yang ditunjuk oleh DRireksi. --------—-r—-r-———m——mmm
{6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi untuk memimpin RUPS mempunyail benturan kepentingan -
atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUES, maka RUPS -

dipimpin oleh anggota Direksi vang tidak mempunyai benturan

kepentingan.

(7} Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, RUPS dipimpin cleh salah secrang pemegang —----

saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang

saham lainnya yang hadir-dalam RUPS.
2. Tata Tertib RUPS. ————————— -+ ——- - —————— s m e —

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus —----

diberikan kepada pemegang saham vang hadir.

(2} Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada -

ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. --—--—--————-

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUP3 wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang --

MENQENATL | —= === — e e e e

a.~kondisi umum Perseroan secara singkat.

b.-mata acara rapat.

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara

rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat.




3 Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.
(1) Persercan wajib membGat risalah RUPS dan ringkasan ———-
! risalah RUPS. —mmmm—m=——m=os o oosoSSToommmm o mmEmE A m T
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh —---
pimpinan rapat dan paling-sedikit 1 (satuf orang pemegang -
saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ————=-—7=77~
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2y tidak -

disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta

berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
{4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30
(tigapuluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. ——=--=="777
(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana —
dimaksud pada ayat (4) Jatuh pada hari libur, risalah RUPS

tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja -

berikutnya.

(6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib memuat informasi paling kurang:

a.-tanggal RUES, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksana:

RUPS, dan mata acara RUPS.

b.-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir

pada saat RUPS; ———=-=-=-=="="-mTTormT o T oI mmmmmmm

¢.-jumlah saham dengan hak suara vyang sah yang hadir pada

saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yan

mempunyai hak suara yang sah;
d.-ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saha

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatl -

terkailt mata acara rapal;
e.—jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ——--—"

dan/ataun memberikan pendapat terkait mata acara rapat, Ji




f.-mekanisme pengambilan keputusan RUES; ———————————————————
g.-hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara ----=--
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara} -
untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan --
dilakukan dengan pemungutan suara; ——---"----ooT T T T oo oo T oo
h.-keputusan RUPS; dan --——--—--=——=———=———==m——————————om— e

i.-Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -—--—-

saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait ——--

dengan pembagian dividen tunai.
{7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
' (6) bagi Persercan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek --
wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: ——-

a.-1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ———~~——————

berperedaran nasional;
I.-situs web Bursa Efek; dan —--—-——--—->———--—-"--7oooom oo oo

c.—situs web Fersercan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -—-

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -

kurang bahasa Inggris.
(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
(6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa -

Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang

melalul:
a.-1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ——-—————-—-
b.-situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa —--
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -

kurang bahasa Inggris.
(9) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing -—-

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).c. dan ayat (8).b., ————~-
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__TJEEIE_EEﬁuat informasi‘yang éama dengan informasi dalam -
ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(10) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi p=z
ringkasan risalah RUFS dalam bahasa asing dengan <informas
pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Tndonesia -——---
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), informasi yang --—---
digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. —-—-——-—w
{11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaks

pada ayat {7} dan ayat (8) wajib diumumkan kepada ---——---

masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS .

diselenggarakan.
{12) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana -
dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf a wajik
disampailkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2
{dua) hari kerja setelah diumumkan., ————-——————-—c————uuu.
(13) Ketentuan Pasal 13 ayat 3.(4). dan avat 3.(5) serta-
Pésal 13 ayat 3.(7)., ayaf 3.(8), éyat 3.(11)., ayat —---
3.¢12)., mutatis mutandis berlaku untuk: ——-———-——emo————.
a. Penyampaian kepada Ctoritas Jasa Keuangan atas risalah

RUPS dan ringkasan risalah RUPS vang diumumkan; dan

b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS;
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham vang telah-

memperocleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.(15).
—-——KEPUTUSAN, KUCRUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM
———————————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ~————-———e—mn-

———————————————————————— Pasal 14 --—-—--—— -~

1. Keputusan RUPS.

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk --

mufakat.




~ | (2) palam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —------
mufakat sebagaimana dimaksud pada-+ayat (1] tidak tercapai, -
keputusan diambpil melalui pemungutan suara. —————-——-————-———=
(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ——--—---—--
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibk dilakukan dengan --
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum --------
keputusan RUPS, ——————————r——m— oo s m s s
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setujuw sama --—--
banyaknya, jika mengenai diri orang harus dilakukan undian,
jika mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ———-—---
2. Ruorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan, ————————=~———=————
(1) Kuroum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata --
acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan —---
mengikuti ketentuan: w~~~—————————~———————ﬂ"~~~—; ———————————
a.~RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 -
(satu per dua) baglan dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau --

anggaran dasar Perseroaﬁ menentukan jumlah kuorum vang
lebih hesar. —————————————— e — e —
b.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS —--
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) kagian dari jumlah —-----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali

anggaran dasar Perserocan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar. ~————m—————m—m oo S
c.~Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan----
huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu

per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ---




. hadir dalam RUPFS, kecuali‘Undanngndang dan/atau anggaran —-

dasar Persercan menentukan bahwa keputusan sah jika

disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

{2) palam hal kucrum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana

3

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak

mengambil keputusan Jjika dihadiri cleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan cleh Otoritas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan., ——-—-——---~"~ ~~- oo oTo oo

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata ——-

acara : mengalihkan kekayvaan Perserocan yang merupakan lebih

dari 50 ¢ (lima puluh persen) Jjumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang ----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan Jaminan -
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % -——
{lima puluh persen) Jjumlah kekayaan bersih Perseroan dalam-
1 (satu) transaksi atau lebih bhaik yang perkaltan satu same
lain maupun tidak, pengajuan permchonan agar Perseroan --—-—
dinyatakan pailit, dan perpanjangan jangka waktu berdiriny:
Perserocan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
a.-RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri cleh -------
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 {tiga per -~
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
b.-Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) —--

bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang nadir dalal

c.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tida




.49 .

tercapai, RUPS kedua dapat diadakap dengan ketentuan RUPS --
kedua sah dan berhak mengambil keputusan Jjika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua ——-

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah.

d.-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh —----

lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham --

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e.-Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud huruf ¢ tidak tercapai, RUPS ketiga dapét sah dan -
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang -----

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --—--

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata —--

acara: transaksi yang mempunyal benturan kepentingan,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.-RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadliri cleh

pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -

stara yang sah yang dimiliki cleh pemegang saham

independen.
b.-Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -
sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang —--—-—

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
pemegang saham independen. -——-—-——-——----—-———————moom oo oo
¢.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimakud pada huruf a tidak -

tercapal, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --

kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --—-—




dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih

&

dari 1/2 (satu per dua) Bagian darl jumlah seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham

independen.
d.-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujul oleh ~-—--
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang

dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam--

e.-Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana —
dimaksud pada huruf ¢ tidak tercapai, RUFS ketiga dapat -—-—

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak —----—

mengambil keputusan jika dihadirli oleh pemegang saham
independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam----

kucrum kehadiran vang ditetapkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan atas permohonan Perseroan.
f.-Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujul oleh ---
2 __ .

pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 %

{lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang sahar

independen yang hadir.
g.-Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ——-—-
dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan —---
keputusan yang disetujul oleh pemegang saham independen ~—-
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ——-——-—--—-—=—=--

5. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yan

hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) ---

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. —--—---—--

6. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan

surat kuasa berhak untuk menghadiri RUPS dan memberikan ha

SUATLEIYA; = —m = = s e s
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Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili -

»

bemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat -
diadakan; ——-r—mmmm e
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ———————-
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ———-——-
mengeluarkan 1 (satu) suara serta pemegang saham tidak ——---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seocrang kuasa ——--—
untuk sebagian dari jumlah saham vang dimilikinya dengan —--

suara yang berbeda;
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -——---
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun --

Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung ----

dalam pemungutan suara;
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup vang tidak ditanda~tangani dan mengenai hal‘lain -—
secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain ——
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -—-
Rapat yang berhak mengeluarkan suara. ————————— e
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan —-
kecuali jika (para) pemegang saham yang bearsama-sama atau —-
masing-masing sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari —-
Jumlah saham Perseroan yang ftelah dikeluarkan minta ———————-

pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan -

a.-Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustedian ---
yang mewakill nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. ——
b.-Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana —-

vang dikelolanya.
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8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah —-

&

tanpa mengadakan RUPS, asal saja pengambilan keputusan —----
tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis
vang ditanda tangani oleh semua pemegang saham; Keputusan -

yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yvang —-

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. —-

R A T Pasal 15 ~rmemmmemmme e

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) ----

orang anggota Direksi, dengan ketentuan : -————~——————o

- 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi —-—----

Direktur Ufama; === e

dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan

perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan —--

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

kegiatan usaha Persercan;

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang

perssorangan yang memenuhl persyaratan pada saat diangkat --

dan selama menjabat

a. mempunyal akhlak, moral dan integritas vang baik; ——~———-

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

¢. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ——-—-

menjabat:
1. tidak pernah dinyatakan pailit; ——————=—=———cmooe .
JZ. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota
Dewan Komlsaris yang dinyatakan bersalah ﬁenyebabkan——
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -~z

’3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidang -~

vang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan




dengan sektor keuangan; dan-—-——r— oo o e

r4. tidak pernah menjadi angota.Direksi dan atau anggota-
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; --------
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan--
atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima -
cleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung -
jawaban sebagal anggota Direksi dan atau anggota -——
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ——-——m—rmm e e — e
c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendaftaran darl Otoritas Jasa---
Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan ----
laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada ---

Otoritas Jasa Keuangan. —-———————————————————————————

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -—---—-—-————=—=w-
perundang-undangan; dan ——————————mmm e e
e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang ---
dibutuhkan Perseroan; ——-——————————— - - - - m
4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada avat 3 diatas —-
wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada -
Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti dan--—---
didckumentasikan oleh Perseroan; ———=—==——————————=————~—————~—
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ---
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persvaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas. —=eremmemomoomomeee
6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: ---~-----

a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) ——-—-

perusahaan publik lain; —=—=reremm o
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c. anggota komite paling Panyak pada 5 {lima) komite di --—-

]

perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat ---
sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris, ——-—-----——----—-
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya

dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan cleh ----

Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Direksi diangkat untuk --
masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; ——---e---—-
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) ----
periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, --—--——==--
pengangkatan terssbut berlaku sejak tanggal yvang ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia {(mereka) ----—----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum ------

penmegang Saham Tahunan ke-5 sstelah tanggal pengangkatannya

(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum -

pemegang saham; ————---——— oo om e oo oo

10. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat

memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum --

masa Jjabatannya berakhir.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat

tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain------

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

11. palam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan

anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ---

ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada -—---

anggcta Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela --

dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat --




yang bersangkutan.

Y

12, Seoranyg anggota Direksi dapaf mengundurkan diri dar; -
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan —--——~-—-
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Persercan ---—
dan Persercan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang —--
saham (RUPS) untuk memutuskan permohonan pengunduran diri --

anggcta Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari setelah diterimanyea surat permohonan -

pengunduran diri,
-Perssrcan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap --
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan --
paling lambat 2 (dua) hari kerija setelah diterimanya~——~—¥—

permochonan pengunduran diri Direksi dan hasil
penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas. —————————~
-~Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan rapat umum --—---
pemegang saham dalam jangka waktu tersebut diatas maka -———-
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ----
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan —--
rapat umum pemegang saham, —————— o m e
13.-Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -—----
Direksi yang bersangkutan tetap berkewa’iban menyelesaikan -
tugas dan tanggung jawabnya sesual dengan anggaran dasar ——-

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
~Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang --———-—-———-
mengundurkan diri diberikan setelah rapat umum pemegang ----
saham tahunan membebaskannya. ———————=r oo m
14.-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga —--
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 -

(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ----

telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan telah —-—




diangkat anggota Direksi }ang baru sehingga memenuhi

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

15.-8etiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk

sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris

berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan

menmperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan

perundang-undangan vang berlaku.
16. Rapalt Umum Pemegang Saham dapat mengangkat crang lain —-
untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang —---—-----
diberhentikan dari Jjabatannya atau yang mengundurkan diri —-

atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat secrang ----

sebagal anggota Direksi untuk mengisi lcwongan, atau-------

menambah jumlah anggota Direksi baru,
~Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan ---
anggota Direksi vang diberhentikan atau ancgota Direksi --—--
vang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah -
untuk sisa mase jeabatan dari Direktur vyang ——-—————————-—mm-
diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari ---
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa-

masa Jjabatan dari Direksi vang masih menjabat pada masa itu

kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum pemegang --

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut @ ——-—-————-u-

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -—-—-—---——--—---——-

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -

berlaku ; atau

¢. meninggal dunia ; atau--——--———————mmmmmomm oo




18.-Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi~m
(Jika ada) ditetapkan cleh rapat umum pemegang saham dan —--
wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat —————
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ————=-r——-mmmmmmmmm—m e
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena -
sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggeta Direksi -----
kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat S0 (sembilan -
puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal. —=-——————r—rmm oo m—m o mmmm——
20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa —-
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya,
maka Wakil Direktur Utama akan menjalankan kewajiban ——————-
sebagal Direktur Utama dan mempunyai wewengng serta —~———-———-
tanggung jawab vyang sama sebagai Direktur Utama. Dalam Hal -
jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama lowong dan -
selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang birektur yang ditunjuk oleh -
Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagal Direktur —-
Utama tersebut dan mempunyal wewenang serta tanggung Jjawab -

vang sama sebagail Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota

Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 1% ayat —-

18 anggaran dasar ini.
——————— TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI --—------
———————————————————————— Pasal 16 —-—————==~==mmrmeomm——— -
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -

pengurusan Persercan untuk kepentingan Perseroan sesudl —---




maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran

dasar Persercan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung Jjawab atés —————————
pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka
-Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS ——=ww-

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar; dan -——-—-——-—-————=——————
-Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung -
jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan --——--—-

perundang-undangan yang berlaku.

-Setiap anggcta Direksi bertanggung jawab secara tanggung -

renteng atas keruglian Ferseroan yang disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan

tugasnya, kecuall
(i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena --
kesalahan atau kelalaiannya; ————==m~—m—osmm o
(11) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh --
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ———-
sesuai dengan maksud dan tujuan Persercan; e
(iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung —--
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang —-———--—-—-—
mengakibatkan kerugian; dan-—---——--- oo e
{iv) telah mengambkil tindakan untuk mencegah timbul atau ---
berlanjutnya kerugian tersebut; [ ittt
3. Direksi berwenanyg mewzkili Perserocan secara sah dan —-—---
secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan -——-
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan --
Persercan dengan pihak lain dan pihak lain dengan ——=-————-

Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang -——--




mengenal kepengurusan maupun kepeﬁilikan, akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk i
a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; ——-—-—-
b.-menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak ——-—---
bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 ~-———-
tersebut di bawah ini; —-—-——---—-——
c.-melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan —-—-
modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin vang --—--
berwenang; ——— =
d. mengikat Persercan sebagal Penjamin untuk kepentingan —--
pihak lain/badan hukum lain; —————————= e
e,-mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan —~---
‘utang harta kekayaan (aktiva} Persesroan dengan nilai kurang
atau sampai dengan 50 % ({(lima puluh persen) dari harta----~
kekayaan {(aktiva) Perseroan ; harus mendapat persetujuan —--

tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan --

turut ditandatangani oleh Dewan KOmiSaris; —-——--—---———————
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau --
menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar
100 % (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan --
nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen} dari harta --——~—-
kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu -
transaksi atau bebérapa transaksi vang berdiri sendiri ~----
atauvpun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat --——-—-
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan -—--

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3
anggaran dasar Perseroan. —-s—————— - m—mm e mmm e
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material ——----

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar —-

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.Z2 tentang Transaksi




Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus mendapat -

persetujuan rapat umum pemegang saham Parseroan dengan
Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ——-——-
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 ———-

tentang Transaksi Material dan Perubahan Keglatan Usaha ——--

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan —-
kepada pihak ketiga, maka salah secrang anggota Direksi ———-

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -

Direksi mewakili Persercan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk -
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas —--
nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat ——-

kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada —--

pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan

tindakan tertentuy.

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal rapat umum
pemegang saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan ~—-

wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan

keputusan rapat Direksi.
9. -Anggota Direksi tidak perwenang mewakili Perseroan —-—e—-
apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan —-—-
dengan anggeta Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota ~

Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

berbenturan dengan kepentingan Persercan; Dalam hal

terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ——




ayat ini maka

a

(i} yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi —-

lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan ---

Persercan;

{i1) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi

mempunyal benturan kepentingan dengan Perserocan;
(iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal ———-—--

seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan; ——————————=——tm———uo
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupz transaksi yang
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis --—-
pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang ——-—-—-
saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus -
memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dengan ~--—-

syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perserocan, dengan

memperhatikan peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar

Modal Nomor: IX.E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi -

Tertentu.

1l.-Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala ---

valing kurang 1 {satu} kali dalam setiap bulan; dan Direksi
juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 {empat) -

2.-Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan

tahunan Perseroan; ————=—~————— - —

3.-(1) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana




dimaksud dalam avat 1 untuk tahun berikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku. !ii} Pada rapat yang telah —-------
dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada avat 3 (i), bahan ---

rapat disampaikan kepada pesertsa paling lambat 5 (lima) ---

hari sebelum rapat diselenggarakan. (iii) Dalam hal J

terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang --— |

telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan -

rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat

sebelum rapat diselenggarakan.

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh -

anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut

ketentuan pasal 16 anggaran dasar ini.

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajlb diberikan secara --
tertulis {surat tercatat), dikirimkan langsung dengan -----

mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, ———--

yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana

harus dikirimkan kepada para anggota Direksi
selambat-lambatnyva 14 (empat belas) hari kalender sebelum --
Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat

dalam keadaan yang mendesak yaitu salambat-lambatnya 3

(tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh

Direktur Utama.

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, ----

tanggal, waktu dan tempat Rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Persercan ----
atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham ----
saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau-------—-

diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -------

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun Jjuga




[dan berhak mengambil keputusan yarlg sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Diiektur Utama. Dalam hal ---
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadi?i—
Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Wakil Direktur Utama mengetuai rapat ﬁiréksi.m
Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama ----------
berhalangan, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir -

dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat

Direksi.

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ------

Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan

surat kuasa.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ——w=—m———-
keputusan yang mengikat zpabila lebih dari 1/2 (satu per --

dua) bagian dari Jjumlah anggota Direksi hadir atau --------

diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit -—-
lebih dari 1/2 (satu pef dua} bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dehgan sah dalam Rapat tersebut. --—-———=———--—
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju --

sama berimbang maka Direktur Utama selaku pimpinan rapat -~~~

yvang memutuskan.

13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. ==--——-=—--——r—--=

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara --

apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ---
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mempunyal kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau

kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah -
satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam —---
suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam --——--

pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika --

Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat —-
suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua-

rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus —-----—
ditahdatangani oleh seluruh anggota-Direksi yang hadir dan-
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; —~——————————————-
sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama------
antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani
cleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ~--
yang ﬁédir dan disampaikan képada seluruh.anggota DireksiF-'

dan anggota Dewan Komisaris.
-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan ---------
Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang-

bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis =-—-

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara --

Rapat (risalah rapat).
15, Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat
sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti --
yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam --
Rapat Direksi yang bersangkutan, bailk untuk para anggota —-

Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang -

sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ----
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ketentuan bahwa semua anggota Dirtksi telah diberitahukan --

secara tertulis tentang usul-usul yvang bersangkutan dan —----
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenail usul

vang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani

persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai —-----

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Direksi. -———-~=-mmm—ommmo e oo oo

2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) crang
anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota ----
Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen; (ii)
Dalam hal Cewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) --
orang anggota Dewan Komisaris, Jjumlah Komisaris Independen -
wajib paling kurang 30% {tiga puluh persen} dari jumlah ----
seluruh anggota Dewan Komisaris; (iii) 1 (satu) diantara ---
anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, -~
satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, ——---—-----
peraturan perundang undangan yang berlaku dibldang Pasar ---
Modal dan peraturan perundang-undangan lain vang terkait ---
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan
untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ---

Pasal 15 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan

Komisaris.

4, Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai -
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a. bukan merupakan orang ﬁang bekerja atau mempunyal ---—---
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, ﬁemimpin,——
mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut ---

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk ———-——-—----

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Persercan

atau pada periode berikutnya; ——---—-——--m-ooooo-———————————

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak

langsung pada Perseroan; —~————-—=-- - oo oo w s oo T o oo oo —— -

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Persercan,

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang —=--

saham utama Perserocan; dan

d. tidak mempunyal hubungan usaha bailk langsung maupun

tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha
PE ST DA —— e e e e o e e
5. Persercan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan --—-
penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini --
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ———----——-—--~
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik -
lain; —————-——- - oo

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 {(dua} ~-~---

perusahaan publik lain; ——-—---——————-—— - oo oo m e s

c. Dalam hal anggcta Dewan Komisaris tidak merangkan
jabatan sebagal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ---
vang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota --

Dewan Komisaris paling banyvak pada 4 (empat) perusahaan ----

publik lain.

d. anggota komite paling banyak pada 5 {(lima) komite di —---
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"EEEEEEEE&n publik dimana yang be;sangkutan juga menjabat ---
sebagal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. ———--—-
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanvya
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ——-——---
Feraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan —------——-.———
perundang-undangan lainnya. —~———— = mmm e
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham; Anggota Dewan Komisaris -——~-
diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat —-—--
kembali; —m—m e o
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 —--
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, ----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yvang ditentukan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) —-—~————o
diangkat dan berakhir pada saat ditutuphya Rapat Umum —--—-~-
pemegang Saham Tahunan ke~5 setelah tanggal pengangkatannya
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam rapat umum -
pemegang saham; —~——-—— e
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 --
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada -----
periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. (ii) ——-—=--—
Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana —--
dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan. (iii) -—--—
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, -
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat
kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa -~----
jabatan Komite Audit berikutnya. —————-——mmmmmmmmmm
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa

jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
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anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota —--

Dewan Komisaris.

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau

penggantian anggota Diresksi kepada RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini berlaku bagi -—---

anggota Dewan Komisaris.

13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi -~--

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 anggaran dasar ini

mutatis mutandis berlaku bagl anggota Dewan Komisaris.

~-~TUGAS, TANGGUNG JAWAR DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS =-mm=--

1.-Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan

bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, Jjalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai

Persercan maupun usaha Persercan dan memberi nasihat kepada

Direksi.

2.-Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----—-——----

menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuail

dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan ----

perundang-undangan dan anggaran dasar.

3.~Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ----

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan

itikad baik, penuh tanggung Jjawab dan kehati-hatian.
4.-Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan ---

Komisaris wajlbk membentuk Komite Audit dan dapat membentuk -

Komite lainnya.

5.~Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 anggaran dasar ini

mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
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6.-Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan -

dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan —-—-—
persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat ——-—-—

persetujuan Dewan Komisaris.
7.-Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau —————re-
bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor --
dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh ---
Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa -
buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ~—---
mancecokkan keadaan uang kas Perserocan, dokumen-dcokumen dan
kekayaan Persercan serta berhak untuk mengetahul segala ——-
tindakan yang telah dijalankan cleh Direksi. —=emwe————c—oeeu
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan
dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan ———-———-
Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan —-——————~——o

menyampaikan berita acara rapat Diteksi setelah dilakukan —-

Rapat Direksi. ——--mmmomm o

9.-Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. ————————me———-
10.-Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan —---

Persercan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu

tertentu., ~————--
11.-Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan -
berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. ——————m—————
12.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi —--
maka untuk sementaraz Dewan Komisaris diwajiﬁkan untuk ~=——~-

mengurus Persercan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris ———-—-

berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -




atau lebih diantara anggo%a Dewan Komisaris atas tanggungan

Dewan Komisaris.
-palam hal hanya ada secrang anggota Dewan Komisaris maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --

Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ini

berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewag Komisaris berdasarkan suatu ----
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk -
sementara waktu anggcta (anggota) Direksi Perseroan dari -—
jakatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, -

apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak

bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut ——-

dengan menyebutkan alasannya.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib —-----

menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam jangka ——---

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----—

tanggal pemberhentian sementara
-Apabila rapat umum pemegang saham tersebut tidak diadakan -
dalam waktu 90 (gembilan puluh) hari setelah pemberhentian:
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi —---
patal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat --—
kembali jabatannya semua; Rapat Umum Pemegang Saham -------—
demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan -—
apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara —
itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan-
seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan --

kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara

tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apakila anggote




hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari.dan oleh peserta

| bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

-71-

Direksi yang diberhentikan semenfara tersebut hadir dalam —-

Rapat yang bersangkutan.
15.-Dalam hal rapat umum pemegang saham sebagaimané ————————
dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat menganmbil ————-
keputusan atau setelah lewatnya jancgka waktu dimakéud dalam
rapat umum pemegang saham tidak diselenggarakan, maka ————--
pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. —-——--
16.-Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh ———-
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -—-
Komisaris. Dalaﬁ hal semua anggota Dewan Komisaris tidak -—-—
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur ———--
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau =—=——-——-—-~
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak —-
ketiga, maks Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ~—---

Direksi. Dalam hal semuz anggeta Direksi tidak hadir atau --

berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang --

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara —--
tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemeggng Saham yang --
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus —=~----
diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk —-——--
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada --
Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ——----
wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komiéaris—

untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan
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l.~Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1
{satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajil

mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling —--

kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2.-Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam

lapocran tahunan Persercan.
3.-Ketentuan mengenai pengjadwalan rapat dan penyampaian --
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 —--

anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat ——--

Dewan Komisaris.

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar Jadwal
dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama -
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisari

lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat --

Cewan Komisaris.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan ----
surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan ----
tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks --
atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, ----
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewarn ~--—
Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang ————-
lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat——-
lambatnya 3 {tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, —--——-
keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. -

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau
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-__afﬁgﬂfig_dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih -
dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat —--
diadekan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik ——-—-~
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -—-----
Mmengikat, ———s oo
€. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat Rapat.———*————mmh—; ———————————————————————
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan ----~—--
Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di —-
mana saham-saham Persercan dicatatkan asal saja‘dalam ——————
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggeota Dewan —--—-—
Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat -
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik ———--
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan --—---~
MENGIKRAT . — e o
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama -----
meﬁgetuai Rapat, aﬁabilé Komisaris Utama tidak ada atau ———-
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh -—-
salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. —--m—-—-———-
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili -—~~
dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris -—-—
yang lain berdasarkan surat kuasa., ——=meremm o —mmee e e
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil —~——
keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -—-
(satu per dua) bagian anggcta Dewan Komisaris hadir atau —--
diwakili dalam Rapat tersebut., ————— oo
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil —————w—-——

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -




musyawarah untulk mufakat tidak tercapai maka keputusan ---

diambil dengan pemungu%an suara setuju lebih dari 1/2 --
{satu per dua) bagian dari jumlah ——-———mmmme o ______
suara yang dikeluvarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. —-

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju

sama berimbang maka Komisaris Utama selaku pimpinan rapat

yang memutuskannya.
13.a. Setiap anggocta Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1
(satu) suara dan tambahan 1 ({satu) suara untuk setiap ~——~-
anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. ————w———.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yvang secara pribadi -=----
dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak ------.
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, —~—--
kentrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan -
menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat —-————w—-
kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak —~-
berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenal hal-hal
vang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut —--
kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ——————-
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan —--—————

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan —--—

lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada -—--—---—--

keberatan dari yang hadir.
14, Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani
oleh Ketua Rapat dan oleh Seorang anggota Dewan Komisaris —-
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang ---—---
bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang —----
Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak ————c—————me

disyaratkan.
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15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesugi --

dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti vang sah
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan -
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. ——vrmmmmmmm -———=
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ——————--
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat ——---
Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul -
usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris —---
memberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara --
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, ——w————-
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ————--
kekvatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Dewan KOMiSAris. ————mm———mmm—m ool

1. Direksi wajib membuat dan melaksanzkan rencana kerja----
Tahunan; ——-—sem oL
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada ~
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. ———-——~———wo—
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengawasan lapcran
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan —--—-—-—-

Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh —~——-

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus-
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu}

Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku------—-




Persercan ditutup, ----=

6. Direksi wajib menyefahkan laporan keuangan Persercan--
kepada Akuntan Publik vang ditunjuk oleh RUPS untuk ——-—w———
diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan —---
memperhatikan peraturan perundang—undangén Yang beriaku ds
menyediakannya di Kantor Perseroan untuk depat diperiksa -
oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal —-——-——~——-.
pemanggilan RUPS Tahunan. =e—=-——-w-m——moommo
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahur
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan --
sesual ketentuan perundang—ﬁndangan yang berlaku, ——~————._
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota —~-—~-
Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi
dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan ——---
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secarg ~-—-~——-—-
tertulis,'dalam hal anggota Direksi dan/atan anggeta Dewan
Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan ——-————.
alasannya maka vang bersangkutan dianggap telah menyetujui -
isi laporan tahunan. —=—-—e-eo-eeoo_l_o
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran —-—--
nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam - —————--
Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewaiiban Penyampaian Laporan

Keuangan Rerkala.

1. Laba bersih Persroan dalam suatu tahun buku seperti —----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
diserahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang

bositif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan —-




oleh RUPS tersebut. ——-—-mvmmmmm—o

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesual dengan kemampuan
keuangan Persercan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu ---
dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham —----
harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham ity —---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan -
Pasal 9 anggaran dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau -
atas wewesnang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ----
Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi -----
ketentuan adri peraturan Bursa Efek di tempat dimana -—~----
saham-saham tersebut dicatatkan. —~—-———-c oo mme
3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain,
maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang --—-~
diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi ----

sebagai dividen. ———--mooommm

menunnjukkan kerugian yang tidak dapat ditutip dengan dana -
cadangan, maka kerugian itu akan tétap dicatat dalam-------
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun~-tahun ----
berikutnya Persercan dianggap tidak memperoleh laba selama -
keruglan yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu -

belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangil
peraturan perundang-undangan yang herlaku, ———~———mm————
2. Dividen yang tidak diambil setelah 5.(lima) tahun-------
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen
lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur —-
tata cara pemgambilan dividen yang telah dimasukkan dalam —-

cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak

diambil dalam jangka waktu 10 {sepuluh} tahun akan menjadi -

—— e




hak perserocan. ——-—-—-——- T T T T T T e e e e e
6. Mengenai saham—saham’yang tercatal dalam Bursa Efek---
berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana -~
saham-saham Persercan dicatatkan. ——-——w—e———m—eooo . __
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebalum tah
buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saha
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh} bagia
dari saham vang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan —--
proyeksi perclehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. -
8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan--—----
keputusan Rapat Direksi setelah menpercleh persetujuan ——--
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini. ---
9. Dalam hal setelah tahun buku berkahir ternyata Perseroa
menderita kerugian, dividen interim vang telah dibagikan --
harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perszeroan. —-—
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara---—-—
tanggung remteng ataé kerugian Perseroan, dalam hal ~——w~——.

pemegang saham tidak dapal mengembalikan dividen interim---

sebagaimana dimasksud pada ayat 9 pasal inil, ———ceomm—__.

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba ---
bersih setiap tahun buku cadangan yang ditentukan oleh RUPS
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ------
berlaku. ———-mmm o
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku--—-—
apabila Persercan mempunyai laba yang positif, ————mmeo
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai--
cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) ----

dari jumlah modal ditempatkan dan diSefor. —————o— e
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4. Cadangan yang belum mencapai aumlah sebagaimana dimaskud
dalam ayat 3 pasal ini hanya boléh dipergunakan untuk ——-—--
menutup kerugian yang tidak dipenuhi cleh cadangan lain. ---
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%_(dua —————
puluh persen} dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, ---
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan ---

untuk keperluan Perseroan.

———————————————————————— Pasal 24 --~~~-———mmmm e
1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan cleh Rapat Unum —-=~—-
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang ~—---
mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari --—---
jumlah seluruh -saham dengan hak suara yang sah dan —~-——~——w~
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari —--
2/3  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak —--
svara yang hadir dalam RUPS; —————mmmm o

- Pengubahan anggafén dasar tersebut harus dibuat bahasa —--

Indonesia,
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam —--
ayat 1 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ~=————-
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara vang sah dan ——~————w——-
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari —--
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ——--
suara yang hadir dalam RUPS; dan —~———————emmm e
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud daiamh——

ayat 2 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat

diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ————---




mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari

saham dengan hak suara vang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan ocleh Otoritas Jasa ————-—-

Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Perubahan Xetentuan anggaran dasar Perseroan yang ———---
menyangkut perubahan namz dan tempat kedudukan, maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya ~----
Pérseroanr besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -—-.
ditempatkan dan diseter, dan penrubahan status Perseroan --

tertutup menjadi Perserocan terbuka atau sebaliknya, wajib -

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasgi ——---

Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal ~
vang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan ——-
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———-we——_
Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak —~———m-
tanggal diterbitkannya surat pernerimaan pemberitahuan ~———--
perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi —-
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayab (2) UUPT. =w-mmwommmemee
6. Keputusan mengenal pengurangan modal harus diberitahukan
Secara tertulis kepada semua kreditor Persercan dan —~——————-
diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian ——--
berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secarg ——--
luas di tempat kedudukan Ferseroan dan dalam Berita Negara -
Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender —-~-
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
—————————— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN —-voe_. |

——————————————————————— dan PEMISAHAN —-—--—mmmeeoo




1.-Dengan mengindahkan ketentuan” peraturan ————-————m———e—_—_

A

perundang-undangan yang berlaku ﬁaka penggabungan, --—-—-—-—-
peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat -
dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut: ——————————woeaon
a.-harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegaﬁg —————
Saham yang dihadiri oleh pemegang-saham atau kuasanya vyang -
sah yang mewakili paling kurang 23/4 (tiga per empat) —---—-—-
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
daen keputusan RUPS adalah sah jika disetujui cleh lebih ——--
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan -
hak suara yang hadir dalam RUPS; ————=————=—mmommmmmme
b.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a~----
diatas tidak tercapail, maka RUPS kedua dapat mengambil —-----
keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau ~-
kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per -
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --—-
yang sah, dan keputusan RUPS disetujul lebih da;i 3/4 —————
{tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara

vang hadir dalam RUPS.
c.-dalam hal kucrum sebagaimana dimaksud dalam huruf b -w---
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -

berhak mengambil keputusan jika dihadiri cleh pemegang

saham dari saham dengan hak suara yvang sah dalam kuorum —---

———————————————————————— Pasal 26 ------—-—-—===—-————o—mee

1.-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Persercan --




hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

a.-harus mendapat persetﬁjuan dari Rapat Umum Pemegang ----
Saham vang dihadiri cleh pemegang saham atau kuésanya yang
sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) —-----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih ---
dari 3/4 {(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS; - ————-----"""-—————-—-—mu——
b.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----
diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil ----
keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau -
kuasanya yvang sah yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
vang sah, dan keputusan RUPS disetujuil lebih dari 3/4 (tig:

per empat) bagian dari seluruh ssham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS. ——mmmmm<mmm oo oo oo o oo oo

c.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS

ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUBES ketiga sah dan-

berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang

gsaham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

Oteoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubkarkan, berdasarkan keputusan -----

Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar

berdasarkan penstapan Pengadilan, maka harus diadakan

likuidasi cleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ~—----

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk




X

likuidator, ——==--——m-—mm o e e it

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum ——--
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ——-—---——------ S
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -——--—--—-
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan délam 2 e
{dua) surat kabar harian yang terblt atau beredar ditempat -
kedudukan Perserocan atau tempat kegiatan usaha Perserocan, —-
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---—-
Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh} ---
hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa -
Keuangan sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta —————---
pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap-MHWwa
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ------ '
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya-
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator,

7. 8isa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para --

pemegang saham yvang masing-masing akan menerima bagian

menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah

dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki ------ ———

masing-masing.

- Untuk hal-hal yang mengenal Perserocan, para pemegang
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat --------
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan di bidang Pasar Mcdal serta ketentuan Bursa Efek -

di tempat dimana saham-saham Pergeroan dicatatkan.




- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannfaa —————————
~Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -
2 anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumiah -
1.564.487.500 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 156.448.750.000,- ~——-——

{seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh ----

delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} yaitu oleh

para pemegang saham
- PT WIJAYA SUMBER SEJAHTERA, ~~—-
sebanyak 411.147.000 (empat ---

ratus sebelas juta seratus empat

puluh tujuh ribu) saham, -----—-

dengan bérmilai nominal -———=———
seluruhnya sebesar......... ..., Rp. 41.114.700.000,-

(empat puluh satu miliar seratus

empat belas juta tujuh ratus ribu

- PT PRIMA RASA INTT, -~ ——
sebanyak 292.869.000 (dua ratus -
sembilar puluh dua juta delapan -

ratus enam pulubh sembilan ribu} -

saham, dengan bernilai nominal --
Selurunnya SebeSar ... ewee s, Rp. 29.286.900.000,~
{dua puluh sembilan miliar dua --—

ratus delapan puluh enam juta ---

sembilan ratus ribu Rupiah); ———--
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- PT GUNAPRIMA KARYAPERKASA, ——----

sebanyak 236.538.000 (dua ratus —-

tiga puluh enam juta lima ratus -

tiga puluh delapan ribu) saham,

dengan bernilai nominal seluruhnya
SEhESAr it it i e e e e Rp. 23.653.800.000,-

(dua puluh tiga miliar enam -----

ratus limaz puluh tiga juta —----

- PT ERAPUTRI MANDIRI, sebanyak -

131.420.000 (seratus tiga puluh -

satu juta empat ratus dua puluh ;

ribu) saham, dengan nilai ------—-

nominal‘ seluruhnya sebesar .......... Rp. 13.142.000.000,-
{tiga bkelas miliar seratus empat

puluh dua juta Rupiah); ——w————--—-

—‘Masyarakat sebanyak 492.513.500

(empat ratus sembilan puluh -—=-—--
dua juta lima ratus tiga belas --
ribu) saham, dengan nilai -------
nominal seluruhnya sebesar .......... Rp. 49.251.350.000,-
(empat puluh sembilan miliar dua

ratus lima puiuh satu juta -----—-

tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

=Jumlah seluruhnya sebanyak --———-

1.564.487.500 (satu miliar lima -

ratus enam puluh empat juta empat

ratus delapan puluh tujuh ribu --

lima ratus) saham dengan bernilai-

nominal seluruhnya sebesar............ Rp. 156.448.750.000C, -




(seratus lima puluh enam miliar -

a

empat ratus empat puluh delapan -

juta tujuh ratus lima puluh ribu -

Rupiah). =——=—==m—mmmmm oo

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan

kebenaran identitas penghadap sesual tanda pengenal yang ---

disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung Jawab

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta

ini.
- Penghadap telah saya, Notaris kenal., ———————w=——77—== =====
——————————————————— DEMIKIANLAH AKTA INI ~——-—————=———-——=-

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada-

hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada kepala

akta ini dengan dihadiri oleh
-Nyonya SUCI DWI LESTARI, Warga Negara Indonesia, lahir -—--—-
di Jakarta, tanggal 3-11-1879 (tiga Nopember seribu --------- ,
sembilan ratus tujuh puluh sembilan}, karyawan Notaris, —--——
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan —==—
II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan ——-—--—---

Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, -—-———

Nomor Induk Kependudukan : 3175034311796002; ————=——————————

palembang, tanggal 31-7-1988 (tiga puluh satu Juli seribu -
sembilan ratus delapan puluh delapan), karyawan Notaris, --
bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalaanolonel Atmo ~--
Nomor 418-B-8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, ------—

Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Propinsi ——-----=

Sumatera Selatan, Nomor Induk Kependudukan : —--—--—-—-=—=-=~




- [1671057107880006, untuk sementara berada di

Jakarta; ——————— e
keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. —--——-=-==
- Segera setelah akta ini, saya, Notaris bacakan kepada ----

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ----

cleh penghadap, saksi-saksi dan savya, Notaris.

- Dilangsungkan dengan memakail satu perubahan yaitu karena -

satu coretan dengan penggantian.

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana

mestinya.

~ Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.




